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#GISA
(Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)

➢Sadar kepemilikan dokumen administrasi

kependudukan;

➢Sadar pemutakhiran data penduduk;

➢Sadar pemanfaatan data kependudukan

sebagai satu-satunya data yang

dipergunakan untuk semua kepentingan;

➢Sadar melayani administrasi kependudukan

menuju masyarakat yang bahagia;
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Data kependudukan digunakan untuk:

1. Pelayanan Publik

2. Perencanaan Pembangunan

3. Alokasi Anggaran

4. Pembangunan Demokrasi

5. Penegakan Hukum & Pencegahan Kriminal



Validitas Data Kependudukan

Pemutakhiran data dilakukan pada saat terjadi:

1. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk

yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah

datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi

tinggal tetap

2. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.



Validitas Data Kependudukan

• Data yang baik adalah data yang bisa 

dipercaya kebenarannya (reliable), tepat 

waktu dan mencakup ruang lingkup yang 

luas atau bisa memberikan gambaran 

tentang suatu masalah secara menyeluruh  

merupakan data relevan.

KUALITAS  DATA



Permendagri 102 Tahun 2019

• Mencabut Permendagri 61 Tahun 2015

• Perubahan metode akses data (web servise, 

web portal dan card reader)

• Data Balikan

• Mekanisme untuk mendapatkan hak akses



CONTOH DATA BALIKAN OLEH LEMBAGA 

PENGGUNA/NASIONAL :

1. Perbankan → Nomor CIF

2. Ditjen Pajak → NPWP

3. BPJS → No. BPJS

4. Seluler → No. HP

5. BPN → No. Sertpikat Tanah

6. Polri → No.SIM, Data Kejahatan, SKCK

7. Kesehatan → No. Rekam Medis



IMPLEMENTASI

1. Bumilku, Simpus - Dinas Kesehatan

2. Sismiop (Sistem Manajemen Informasi

Obyek Pajak) - BKAD

3. SID (Sistem Informasi Desa) - Dinas PMD

4. Paten - Setda

5. GiS Data Pedagang – Dinas Perdagangan

6. SIMRS – RSUD NAS

7. Dinas Dikpora



BELUM IMPLEMENTASI

1. RSUD Wates

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



METODE AKSES

Web Servise

- BKAD

- Dinas PMD Dalduk & KB

- Dinas Kesehatan

- RSUD NAS

- Setda

- Dinas Perdagangan

- BKPP (on proses)

Web Portal 

- Dinkop UKM (on proses)



Perjanjian Kerja Sama

No. OPD Berakhir 2021

1. DPMPT 20 Julii 2021

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 13 Sept 2021

3. Dinas PMD Dalduk& KB 16 Oktober 2021

4. BKAD 16 Oktober 2021

5. Dinas Kominfo 16 Oktober 2021

6. RSUD Wates 16 Oktober 2021

7. Satpol PP 16 Oktober 2021

8. Setda 16 Oktober 2021

9 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 31 Des 2021



Kendala Pemanfaatan Data

• Belum semua lembaga pengguna menggunakan

NIK sebagai dasar untuk pelayanan;

• Belum mengakomodir gelar pendidikan;

• Lembaga pengguna belum mempunyai

database untuk memberikan pelayanan;

• Tidak semua karakter dalam biodata bisa di

akomodir lembaga pengguna (/, -)



Tindak Lanjut

• Bagi OPD yang sudah implementatif, akan

dilakukan penyesuaian metode akses, mengacu

Permendagri 102 Tahun 2019 (outputnya :

sesuai atau tidak sesuai)

• Untuk mempercepat implementasi di OPD →

Web Portal

• Melengkapi persyaratan untuk mendapatkan

Hak Akses



Tahapan (hak akses)

1. Permohonan akses data kependudukan ke

Ditjen Dukcapil

2. Perjanjian Kerja Sama

3. Penyusunan Petunjuk Teknis

4. Proof of concept (bila web servise)

5. Permohonan user name ID ke Ditjen Dukcapil



Monitoring oleh Dukcapil



TERIMA KASIH


